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PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
}

PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG  

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN 
PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

Menimbang  : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 
2 ayat (2) huruf j Pasal 95 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan.

Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004  
Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 
4437), sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir 
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dengan Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 
2008 tentang Pembentukan  Kota 
Sungai Penuh di Provinsi Jambi 
(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, 
Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4871);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 
Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara 
Pemerintah, Pemerintah Daerah 
Provinsi dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737);                                                                    
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 
Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pemanfaatan 
Insentif Pemungutan Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 
119, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Nomor 5161);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 
Tahun 2010 tentang Jenis Pajak 
yang Dibayar Berdasarkan 
Penetapan Walikota atau Dibayar 
Sendiri oleh Wajib Pajak 
(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 
153, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5179);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH

dan
WALIKOTA SUNGAI PENUH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG 
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 
PERDESAAN DAN PERKOTAAN.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh. 

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat 
Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah 
Daerah. 

3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.

4. Dinas Pendapatan adalah Satuan Kerja Perangkat 
Daerah yang membidangi pendapatan daerah.

5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, 
adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang 
terutang oleh orang pribadi atau badan yang 
bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, 
dengan tidak mendapatkan imbalan secara 
langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah 
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

6. Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut 
pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang 
dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh 
orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang 
digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, 
perhutanan, dan pertambangan.

7. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah 
dan perairan pedalaman serta laut wilayah kota.

8. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam 
atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau 
perairan pedalaman dan/atau laut. 
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9. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat 
NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari 
transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan 
bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP 
ditentukan melalui perbandingan harga dengan 
objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, 
atau NJOP pengganti. 

10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan 
yang dapat dikenakan Pajak.   

11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, 
meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan 
pemungut pajak, yang mempunyai hak dan
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan 
daerah. 

12. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 
(satu) tahun kalender.

13. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus 
dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam 
Tahun Pajak, atau dalam Bagian, tahun Pajak 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.   

14. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang 
selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang 
digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan 
data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan 
Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan daerah. 

15. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang 
selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang 
digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak 
Bumi dan Bangunan Perkotaan yang terutang 
kepada Wajib Pajak. 


